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NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan BAB VI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dirasa perlu dilakukan
pergeseran anggaran sebagai dasar pelaksanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang
diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020,
maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu
diubah,
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka perlu

a.

b.

penyesuaian anggaran terhadap penyetaraan

up
jabatan,



Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 ):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008

tentang perubahan Nama Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4832):

D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
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2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 13
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 13):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
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penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonm seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun
1945.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provnsi, bupati bagi daerah

kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar

Rp1.068.868.723.602,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp0,00 sehingga

menjadi Rp1.068.868.723.602,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp991.338.500.681

b. Bertambah/ (berkurang) Rp 0

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp991.338.500.681

Ai

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp1.064.868.723.602

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah belanja daerah setelah perubahan
—

Rp1.064.868.723.602

3, Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp77.030.222.921

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 77.030.222.921

perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 4.000.090.000
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2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp 4.000.000.600
perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 73.030.222.921
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek,
Pebdapatan, belanja, dan pembiayaan:

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah:

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
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Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang:tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal $ Januari 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR
Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 8 Tanuan 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR &

Salinan seduai dengan aslinya
WEPALA HUK M

MISWITAJIMR
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